PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu
bahaya yang dapat membawa bencana yang berakibat
pada timbulnya kerugian yang amat besar baik korban
manusia maupun harta benda yang dalam batas-batas
tertentu tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga
diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara
komprehensip, efektif dan responsif;

bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Pinrang,
diperlukan  pengaturan yang berkenaan dengan
pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan dan
penanggulangan bahaya kebakaran secara
berkesinambungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27).

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2011 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

Menetapkan

dan
BUPATI PINRANG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

PO

Pinrang.

o

Kepala Dinas

Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

Bupati adalah Bupati Pinrang.

Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten

adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

Kebakaran Kabupaten Pinrang.

6. Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya
kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau
meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
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17.

Penanggulangan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap
bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal
mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
Lingkungan bangunan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
dan merupakan kumpulan bangunan gedung yang berada dalam satu
pengelolaan berdasarkan aspek fungsionalnya serta memiliki ciri tertentu,
seperti: lingkungan perdagangan, industri, superblok, penampungan dan
pengolahan bahan yang mempunyai risiko kebakaran, pelabuhan
laut/udara dan atau pangkalan militer.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya,
maupun kegiatan khusus.

Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung adalah mencegah
terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja. Bila
kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan
dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya
kebakaran.

. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya

kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun
lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi
ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona
yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan
sistem proteksi aktif maupun pasif.

Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh
pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari
tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan
setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan
lingkungannya.

Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang
terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan
komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan
bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta
perlindungan terhadap bukaan.

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang
secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual
ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti
springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam
kebakaran berbasis bahan kimia, seperti alat pemadam api ringan dan
pemadam khusus.

Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah
sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang
terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk
tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara
pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya
terhadap bahaya kebakaran.

Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk
dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam
upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi
kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.

Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan
lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus
dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada
bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap



perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan
bangunan.

18. Penyelenggaraan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan
lingkungan meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan
konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran
sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya.

19. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung,
penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan
gedung.

20. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang,
atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.

21. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau
bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik
bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan
gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang
ditetapkan.

22. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung,
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung

BAB II
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran perkotaan, lingkungan dan
bangunan gedung, pemerintah daerah dapat membentuk program pencegahan
kebakaran dan menyelenggarakan sistem proteksi kebakaran.

Pasal 3
Program pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan
kebakaran, meliputi :
audit keselatan kebakaran lingkungan;
penyusunan dan penetapan organisasi;
penyiapan SDM;
penyiapan standar operasional prosedur dalam rangka koordinasi dengan
instansi lain;
penyiapan standar operasional prosedur dinas; dan
penyusunan jadual dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran.

pao o
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Pasal 4

(1) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
meliputi:
a. akses pemadam kebakaran dan pasokan air untuk pemadaman

kebakaran;

sarana penyelamatan;

sistem proteksi kebakaran pasif;

sistem proteksi kebakaran aktif;

utilitas bangunan gedung; dan

penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran.

(2) Pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis
sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

mope o



Bagian Kedua
Akses Pemadam Kebakaran dan Pasokan Air
Untuk Pemadaman Kebakaran

Paragraf 1
Askes Pemadam Kebakaran

Pasal 5
Dalam rangka menyelenggarakan upaya pencegahan bahaya kebakaran,
pengelola dan/atau pemilik bangunan gedung wajib menyediakan akses
pemadam kebakaran.

Pasal 6
Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a. akses masuk ke lingkungan bangunan gedung;
b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
c. area operasional.

Pasal 7

(1) Akses masuk ke lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
a. jalan lingkungan; dan
b. jarak antarbangunan gedung.

(2) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus
memiliki jalur akses mobil pemadam kebakaran yang sesuai dengan jarak
antar bangunan gedung.

(3) Jarak antar bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,
ditentukan berdasarkan tinggi bangunan gedung dan tidak dimaksudkan
untuk menentukan garis sempadan bangunan gedung.

Pasal 8
Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf b, meliputi :
a. sambungan pemadam kebakaran; dan
b. akses ke bagian pintu masuk atau pintu lokasi bangunan gedung.

Pasal 9
Area operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢, meliputi :
a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
b. perkerasan mampu menahan beban mobil kebakaran.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis akses pemadam kebakaran diatur
dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pasokan Air Untuk Pemadaman Kebakaran

Pasal 11
(1) Pengelola dan/atau pemilik bangunan gedung harus menyediakan sumber
air di lingkungan bangunan gedung berupa hidran halaman, sumur
kebakaran atau reservoir air yang mudah dijangkau oleh unit pemadam
kebakaran.
(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk
menjangkau seluruh bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung.



(3) Penyediaan pasokan air untuk pemadaman kebakaran dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Program Pencegahan Kebakaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 12
Semua bangunan pertokoan, perbelanjaan, plaza, mall, hotel, perkantoran,
apartemen, tempat hiburan, industri, pabrik, bangunan dengan ketinggian di
atas 14 (empat belas) meter, wajib memiliki alat pemadam kebakaran.

Pasal 13
Pencegahan kebakaran dilakukan melalui program pemeliharaan pencegahan
yang terdiri atas:
a. pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran; dan
b. praktik tatagraha.

Paragraf 2
Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 14

(1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan bahaya kebakaran dan
menjaga tingkat kelayakan sistem proteksi kebakaran, pemilik, pengelola,
dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab untuk
melakukan pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran.

(2) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wewenang Kepala Dinas.

(3) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus dilakukan pada saat pertama  kali
dipasang/digunakan, dan selanjutnya dilakukan secara berkala setiap
enam bulan sekali.

(4) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diselenggarakan dengan memperhatikan persyaratan teknis
keselamatan jiwa dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Praktik Tatagraha

Pasal 15

(1) Pengelola  bangunan gedung dan  penghuni bangunan dapat
menyelenggarakan tatagraha yang baik sesuai dengan persyaratan dasar
tatagraha.

(2) Persyaratan dasar tatagraha yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
a. pengaturan denah dan penyediaan peralatan yang benar;
b. penanganan dan penyimpanan material secara benar; dan
c. kebersihan dan kerapihan.

(3) Ketentuan teknis praktik tatagraha dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.



BAB III
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 16

(1) Setiap orang, badan dan instansi pemerintah wajib melaksanakan
manajemen  penanggulangan  kebakaran dalam = penyelenggaraan
pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.

(2) Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
a. penanggulangan kebakaran perkotaan;
b. penanggulangan kebakaran di lingkungan; dan
c. penanggulangan kebakaran di bangunan gedung.

(3) Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan dilaksanakan melalui
manajemen penanggulangan kebakaran, yang meliputi :

audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;

penyusunan dan penetapan organisasi;

penyiapan SDM;

penyiapan standar operasional prosedur; dan

penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran

termasuk evakuasi.

(4) Ketentuan mengenai teknis manajemen penanggulangan kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam RSPK yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati.

P T

Pasal 17
(1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan Kabupaten/Kota lain
dan Kawasan Khusus dapat ditanggulangi bersama.
(2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan melalui kerjasama daerah/pengelola kawasan khusus.
(3) Kerjasama daerah/pengelola kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam :

a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di
lingkungannya,;

b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara
prasarana dan sarana pemandam kebakaran di lingkungannya;

c. melaporkan terjadinya kebakaran;

d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran; dan

e. memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem
Proteksi Kebakaran.

(2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat Rukun Warga dan
Kelurahan dapat dibentuk SKKL.

(3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari organisasi satuan
relawan kebakaran (Satlakar), Forum Keselamatan Kebakaran, sarana
prasarana, serta program pelatihan.

(4) Sarana, prasarana dan program pelatihan untuk lingkungan padat hunian
difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah daerah, selanjutnya diharapkan
dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat



BAB V
RETRIBUSI

Pasal 19
(1) Dalam memberikan pelayanan di bidang pemeriksaan dan/atau pengujian
alat pemadam kebakaran, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
(2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20
(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan
pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peningkatan kemampuan dan pemberdayaan petugas pemadam
kebakaran, pengelola gedung, satlakar, dan masyarakat dalam
melakukan dan berperan serta di dalam manajemen pencegahan dan
penanggulangan kebakaran di perkotaan;

b. pengembangan edukasi pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran melalui pengaturan, penyebarluasan standar teknis
pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan;

c. mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan
dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui pembinaan Sistem
Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)/Satuan Relawan Kebakaran
(SATLAKAR).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

(1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan atas perencanaan dan
pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di
daerah.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat pusat dan
perangkat daerah lainnya serta melibatkan masyarakat agar selalu
memenuhi syarat-syarat dan ketentuan teknis yang berlaku.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau
penanggung jawab bangungan gedung yang melakukan pelanggaran atas
kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses
pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi
berupa :

a. peringatan tertulis;



b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung
seluruhnya atau sebagian.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang penanggulangan bahaya kebakaran, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan
bahaya kebakaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bahaya
kebakaran;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bahaya
kebakaran;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang penanggulangan bahaya kebakaran;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan bahaya kebakaran;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
penanggulangan bahaya kebakaran;

i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang penanggulangan bahaya kebakaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24



Setiap orang yang melanggar ketentuan persyaratan teknis pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan
daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25
Semua peraturan pelaksanaan mengenai pencegahan dan penanggulangan
kebakaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 20 November 2013

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 20 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE
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